
 

BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

A. Kesimpulan 

Berdasarkan hasil dan pembahasan penelitian di atas maka dapat 

disimpulkan sebagai berikut: 

1. Karakteristik pedagang kaki lima di Pasar Sentral Maros adalah 

sebagai berikut: (a) berdasarkan profil, mayoritas berasal dari 

Kecamatan Turikale, tingkat pendidikan terakhir pada umumnya 

adalah sekolah menengah umum, ada variasi waktu terhadap 

lamanya menjadi pedagang kaki lima, ada yang memiliki latar 

belakang pekerjaan yang lain sebelum menjadi pedagang kaki 

lima, ada yang menarik kerabat atau saudaranya untuk menjadi 

pedagang kaki lima, ada beragam alasan menjadi pedagang 

kaki lima, dan mayoritas kepemilikan modal adalah milik sendiri 

(b) berdasarkan lokasi, mayoritas pedagang kaki lima memilih 

lokasi dekat dengan Pasar Induk yang merupakan sebagai 

pusat aktivitas utama di Pasar Sentral Maros (c) berdasarkan 

aktivitas, pedagang kaki lima menyesuaikan sarana yang 

digunakan, jenis barang/jasa yang diperdagangkan, pola 

pelayanan dan penyebaran dengan lokasi dan aktivitas utama di 

Pasar Sentral Maros.  
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2. Penegakan peraturan daerah oleh Satuan Polisi Pamong Praja 

Kabupaten Maros terhadap pedagang kaki lima di Pasar Sentral 

Maros belum maksimal, hal ini ditunjukkan oleh banyaknya 

kasus pelanggaran yang terjadi selama periode Maret sampai 

dengan Nopember 2011, yaitu sebanyak 423 kasus 

pelanggaran.  

3. Faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan Perda  adalah 

sarana prasarana relokasi yang terbatas, tingkat kepatuhan 

hukum pedagang kaki lima rendah, keterbatasan sumberdaya 

manusia pada Satuan Polisi Pamong Praja, dan keterbatasan 

dana. 

 
 

B. Saran 

Berdasarkan kesimpulan yang telah dibuat di atas maka disarankan 

hal-hal sebagai berikut: 

1. Pemerintah Kabupaten Maros melalui Dinas Koperasi, 

Perindustrian dan Perdagangan perlu melakukan pembinaan 

kepada pedagang kaki lima melalui pelatihan-pelatihan yang 

mengarah kepada industri rumah tangga. Dengan demikian 

dana kredit usaha rakyat yang ada dapat diberikan kepada 

mereka yang telah mampu melakukan usaha industri rumah 

tangga. Hal ini akan sangat membantu Pemerintah Kabupaten 

Maros dalam mengurangi pedagang kaki lima serta 
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mengantisipasi pertumbuhan pedagang kaki lima yang semakin 

berkembang setiap waktu sementara tempat yang dapat 

disediakan oleh pemerintah untuk lokasi pedagang kaki lima 

sangat terbatas.  

2. Dengan keterbatasan finansial, Pemerintah Kabupaten Maros 

dapat melakukan penambahan personil Satuan Polisi Pamong 

Praja yang berstatus sebagai pegawai negeri sipil dengan cara 

mencari SKPD yang jumlah pegawai negeri sipilnya telah 

melebihi kapasitas yang dibutuhkan kemudian dimutasi ke 

Satuan Polisi Pamong Praja. Hal serupa juga dapat dilakukan 

kepada PPNS yang tersebar di beberapa SKPD untuk disatukan 

di bawah Satuan Polisi Pamong Praja. Sehingga hal ini akan 

memperkuat kemampuan Satuan Polisi Pamong Praja dalam 

melakukan penegakan Perda  dan kebijakan daerah Kabupaten 

Maros 

3. Mengembalikan pedagang kaki lima ke tempat semula dengan 

cara menetapkan lokasi dan ukuran tempat yang boleh 

digunakan, serta memberikan sarana usaha dengan bentuk, 

warna dan ukuran yang sama. Hal ini untuk mengembalikan 

pendapatan pedagang kaki lima seperti awalnya, menciptakan 

keteraturan dan menghilangkan kesan kumuh dari aktivitas 

pedagang kaki lima. 
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LAMPIRAN 

Lampiran 1.  Jenis dan sumber data 

No 
Tujuan 

Penelitian 
Variabel Data dan Informasi Sumber Data 

Teknik Pengambilan 
Data 

Analisis 
Data 

1. Menjelaskan 
karakteristik 
pedagang kaki 
lima dalam 
melakukan 
aktivitasnya di 
Pasar Sentral 
Maros. 

Profil PKL 

Asal, lamanya berdagang, 
pendidikan akhir, alasan, 
dan kepemilikan modal 
PKL. 

Data Primer: 
1. Kabid Perdagangan 

Dinas Koperasi, 
Perindustrian dan 
Perdagangan 
Kabupaten Maros; 

2. Pedagang Kaki Lima. 
 
Data Sekunder: 

Daftar Registrasi 
Pedagang Kaki Lima 

Wawancara 
mendalam  
 
 
 
 
 
 
Studi dokumentasi 

Deskriptif 
Kualitatif 

Lokasi PKL 

Titik lokasi PKL, ciri khas 
lokasi, dan alasan memilih 
lokasi oleh PKL. 

Data Primer: 
1. Kabid Perdagangan 

Dinas Koperasi, 
Perindustrian dan 
Perdagangan 
Kabupaten Maros; 

2. Kepala Bidang 
Ketentraman dan 
Ketertiban Umum 
Satuan Polisi Pamong 
Praja; 

3. Pedagang Kaki Lima. 
 

Wawancara 
mendalam dan 
observasi. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Deskriptif 
Kualitatif 
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No 
Tujuan 

Penelitian 
Variabel Data dan Informasi Sumber Data 

Teknik Pengambilan 
Data 

Analisis 
Data 

Data Sekunder: 
Daftar Lokasi Pedagang 
Kaki Lima 

Studi dokumentasi 

Aktivitas 
PKL 

Sarana fisik, jenis 
barang/jasa, waktu 
pelayanan,sifat pelayanan, 
fungsi pelayanan, dan 
pola penyebaran PKL. 

Data Primer: 
1. Kabid Perdagangan 

Dinas Koperasi, 
Perindustrian dan 
Perdagangan 
Kabupaten Maros; 

2. Kepala Bidang 
Ketentraman dan 
Ketertiban Umum 
Satuan Polisi Pamong 
Praja; 

3. Pedagang Kaki Lima. 
 
Data Sekunder: 
Daftar Jenis Barang/ Jasa 
Pedagang Kaki Lima 

Wawancara 
mendalam dan 
observasi. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Studi dokumentasi 

Deskriptif 
Kualitatif 

2. Menjelaskan 
penegakan 
Perda  yang 
dilakukan oleh 
Satuan Polisi 
Pamong Praja 
Kabupaten 
Maros dalam 
upaya 
penertiban 

Sumber 
daya dalam 
penegakan 
Perda  
 

Data Primer: 
1. Kebijakan-kebijakan 

yang ditetapkan; 
2. Pihak-pihak yang 

terlibat; 
3. Jumlah dana. 
 

Data Primer: 
1. Sekretaris Satuan 

Polisi Pamong Praja; 
2. Kepala Bidang 

Ketentraman dan 
Ketertiban Umum 
Satuan Polisi Pamong 
Praja. 

Wawancara 
mendalam  
 

Deskriptif 
Kualitatif 

 
 

Data Primer: 
1. Penetapan Lokasi dan 

Data Primer: 
1. Kepala Sekretariat 

Wawancara 
mendalam dan 

Deskriptif 
Kualitatif 



151 

 

No 
Tujuan 

Penelitian 
Variabel Data dan Informasi Sumber Data 

Teknik Pengambilan 
Data 

Analisis 
Data 

pedagang kaki 
lima 

Proses 
Penegakan 
Perda  
Nomor 2 
Tahun 
2006 

objek sasaran 
penegakan Perda ; 

2. Bentuk-bentuk 
penegakan Perda ; 

3. Tata cara/prosedur 
penegakan Perda . 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Data Sekunder 
1. Wewenang dan tugas 

Polisi pamong praja;  
2. aturan tentang 

pedagang kaki lima di 
dalam Perda ;  

3. Sanksi bagi pelanggar 
Perda . 

Satuan Polisi Pamong 
Praja; 

2. Kepala Bidang 
Ketentraman dan 
Ketertiban Umum 
Satuan Polisi Pamong 
Praja;  

3. Kepala Bidang Tata 
Operasional Satuan 
Polisi Pamong Praja; 

4. Kepala Seksi 
Penegakan Peraturan 
Perundang-undangan 
Satuan Polisi Pamong 
Praja; 

5. Petugas Polisi 
Pamong Praja; 

6. Pedagang Kaki Lima. 
 
Data Sekunder: 
1. Perda  Nomor 2 Tahun 

2006 Tentang 
Penataan Pedagang 
Kaki Lima; 

2. Laporan Pelaksanaan 
Tugas; 

3. Peta/ denah lokasi 
PKL. 

observasi. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Studi dokumentasi 
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No 
Tujuan 

Penelitian 
Variabel Data dan Informasi Sumber Data 

Teknik Pengambilan 
Data 

Analisis 
Data 

Hasil 

Data Sekunder 
1. Jumlah kasus 

pelanggaran; 
2. Jumlah PKL yang 

ditindak secara hukum. 

Data Sekunder 
1. Berita Acara 

Pelanggaran; 
2. Laporan pelaksanaan 

Tugas; 

Studi dokumentasi Deskriptif 
Kualitatif 

3. Menjelaskan 
faktor-faktor 
yang 
mempengaruhi 
penegakan 
Perda  yang 
dilakukan oleh 
Satuan Polisi 
Pamong Praja 
Kabupaten 
Maros 

Tingkat 
Kesadaran 
Hukum  

Data Primer: 
1. Pengetahuan PKL 

terhadap keberadaan 
Perda ; 

2. Pengetahuan PKL 
terhadap Isi Perda ; 

3. Penilaian PKL terhadap 
Perda ; 

4. Kesesuaian perilaku 
PKL dengan Perda ; 

5. Sumber Pengetahuan 
PKL terhadap Perda . 

Data Primer: 
Pedagang Kaki Lima. 

Wawancara 
mendalam dan 
observasi 

Deskriptif 
Kualitatif 

Tingkat 
Kepatuhan 
Hukum 

Data Primer: 
Alasan patuh atau tidak 
patuh pada Perda . 

 
Data Sekunder: 

1. Jumlah Pelanggar 
Perda ; 

2. Jumlah pelanggar yang 
dibina; 

3. Jumlah pelanggar yang 
ditindak secara hukum. 

Data Primer: 
Pedagang Kaki Lima. 

 
 
Data Sekunder: 
Laporan Kegiatan. 

Wawancara 
mendalam  
 
 
Studi dokumentasi 

Deskriptif 
Kualitatif 
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No 
Tujuan 

Penelitian 
Variabel Data dan Informasi Sumber Data 

Teknik Pengambilan 
Data 

Analisis 
Data 

Dana 

Data Sekunder: 
Rasio jumlah alokasi dana 
dengan kegiatan. 

 

Data Sekunder: 
DPA Satuan Polisi 
Pamong Praja Kabupaten 
Maros. 
 

Studi dokumentasi Deskriptif 
Kualitatif 

Petugas 
Satuan 
Polisi 
Pamong 
Praja 

Data Primer: 
1. Pemahaman Petugas 

Terhadap Perda  
Nomor 2 Tahun 2006; 

2. Perilaku petugas. 
 
Data Sekunder: 
1. Jumlah Pol PP yang 

terlibat dalam 
penegakan Perda ; 

2. Jumlah petugas yang 
telah mengikuti diklat; 

3. Jumlah PPNS; 
4. Latar belakang 

pendidikan petugas Pol 
PP. 

Data Primer: 
1. Petugas Pol PP; 
2. Pedagang Kaki Lima. 
 
 
 
Data Sekunder: 

1. Laporan Kegiatan; 
2. Laporan Akuntabilitas 

Kinerja Pemerintah 
(LAKIP) Satuan Polisi 
Pamong Praja 
Kabupaten Maros. 

Wawancara 
mendalam dan 
observasi 
 
 
 
Studi Dokumentasi 
 

Deskriptif 
Kualitatif 

Peraturan 
perundang-
undangan 

Data Sekunder: 
1. Wewenang Pol PP 

dalam penataan PKL; 
2. Pengaturan tentang 

aktivitas PKL; 
3. Pengaturan tentang 

Sanksi. 

Data Sekunder: 
Perda  Nomor 2 Tahun 
2006 Tentang Penataan 
Pedagang Kaki Lima 

Studi Dokumentasi Deskriptif 
Kualitatif 
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No 
Tujuan 

Penelitian 
Variabel Data dan Informasi Sumber Data 

Teknik Pengambilan 
Data 

Analisis 
Data 

Sarana 
Prasarana 

Data Sekunder: 
1. Jumlah Pos Pengawas; 
2. Jumlah Kendaraan 

Operasional; 
3. Jumlah Alat 

Pengamanan; 
4. Tempat Relokasi PKL. 

Data Sekunder: 
1. Daftar Inventarisir 

sarana prasarana 
Satuan Polisi Pamong 
Praja Kabupaten 
Maros; 

2. Surat-surat keputusan 
Bupati Maros. 

Studi Dokumentasi Deskriptif 
Kualitatif 
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Lampiran 2. Dokumentasi penelitian lapangan 

(Wawancara Dengan Kabid 
Trantibum Dan Kabid Tata 
Operasional Satuan Polisi 
Pamong Praja Kabupaten Maros 
pada Tanggal 2 Nopember 2011) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(Wawancara Dengan Salah Satu 
Petugas Polisi Pamong Praja 
Satuan Polisi Pamong Praja 
Kabupaten Maros Pada Tanggal 2 
Nopember 2011) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(Wawancara Dengan Kabid 
Perdagangan Dinas Koperasi, 
Perindustrian Dan Perdagangan 
Kabupaten Maros Pada Tanggal 4 
Nopember 2011) 
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(Wawancara dengan salah satu 
pedagang kaki lima di Jl. Dahlia 
Pasar Sentral Maros Pada 
Tanggal 12 Nopember 2011) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(Wawancara dengan salah satu 
pedagang kaki lima di Tempat 
Relokasi Blok D Pasar Sentral 
Maros Pada Tanggal 12 
Nopember 2011) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(Kondisi Pedagang Kaki Lima di 
Jalan Dahlia Pada Tanggal 12 
Nopember 2011) 
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(Kondisi Pedagang Kaki Lima di 
Tempat Relokasi Pada Tanggal 
12 Nopember 2011) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
(Wawancara dengan salah satu 
pedagang kaki lima di Jl. 
Cempaka Pasar Sentral Maros 
Pada Tanggal 13 Nopember 
2011) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
(Wawancara dengan salah satu 
pedagang kaki lima di JL.Maros-
Pangkep Pada Tanggal 13 
Nopember 2011) 
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Lampiran 3. Daftar informan 

N
o 

Tanggal/Pukul 
Wawancara 

Nama 
Jenis 

Kelamin 
Tempat, Tanggal 

Lahir/Umur 
Pekerjaan/Jabatan Alamat 

1 

25 Oktober 2011/ 
13:20 

Drs.Eldrin Saleh,M.Si LK Makassar 03/07/1972 
Polisi Pamong Praja/ 
Sekretaris 

Jl. Sembakung No. 
18 Bukit Baruga 
Antang Makassar 

01 Nopember 2011/ 
13:15 

2 
02 Nopember 2011/ 

9:32 
Drs. H. Suharto LK Maros 19/10/1963 

Polisi Pamong Praja/ 
Kabid Trantibum 

Perumnas Tumalia 
Blok D/87 Maros 

3 
02 Nopember 2011/ 

9:32 
Dra. Surianah PR Rappang 10/11/1965 

Polisi Pamong Praja/ 
Kabid Tata Operasional 

BTN Hamzy Blok 
V2/4 Makassar 

4 
02 Nopember 2011/ 

8:40 
Waliuddin Hilal,AKS LK Maros 17/07/1972 

Polisi Pamong 
Praja/Kasi. Penegakan 
Peraturan PerUndang-
Undangan 

Jl. Bambu Runcing 
48 Labuang Maros 

5 
02 Nopember 2011/ 

11:47 
Idgan LK Maros 09/05/1972 Polisi Pamong Praja 

Kompleks.RSUD 
Maros 

6 

27 Oktober 2011/ 
9:45 

Jhony Syakhril, SH LK Maros 06/08/1968 Polisi Pamong Praja 
BTN Maccopa Indah 
Blok B No.119 02 Nopember 2011/ 

11:36 

7 
02 Nopember 2011/ 

11:59 
Abdul Malik LK Maros 20/05/1976 Polisi Pamong Praja Sakeang 

8 
04 Nopember 2011/ 

8:58 
H. Syamsir, SE LK Maros 52 

Kabid Perdagangan 
Dinas KOPERINDAG 

Jl.Poros Kariango, 
Batang Ase Kec. 
Mandai Maros 

9 
12 Nopember 2011/ 

8:25 
Hj. Muna PR Maros 55 

Pedagang Sayuran 
(PKL Relokasi Blok E) 

Jl. Samudera Kel. 
Ale Pulia Kec. 
Turikale Maros 
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N
o 

Tanggal/Pukul 
Wawancara 

Nama 
Jenis 

Kelamin 
Tempat, Tanggal 

Lahir/Umur 
Pekerjaan/Jabatan Alamat 

10 
12 Nopember 2011/ 

8:57 
Lukman LK Maros 24 

Pedagang Pisang (PKL 
Relokasi Blok D) 

Jl. Tambasi Kel. 
Sangalea Kec. 
Turikale Maros 

11 
12 Nopember 2011/ 

9:32 
Hj. Minah PR 

Ujung 
Pandang 

39 
Pedagang Campuran 
(PKL Jl.Dahlia) 

Jl. Dahlia Kel. Alire 
Tengah Kec. Turikale 
Maros 

12 
12 Nopember 2011/ 

10:05 
Arman LK Maros 30 

Pedagang Elektronik 
(PKL Relokasi Blok B) 

Jl. Batang Ase Kel. 
Bontoa Kec. Mandai 
Mandai 

13 
12 Nopember 2011/ 

10:58 
Cucu LK Maros 44 

Pedagang Buah (PKL 
Relokasi Blok D) 

Jl. Dahlia Kel. Alire 
Tengah Kec. Turikale 
Maros 

14 
13 Nopember 2011/ 

8:58 
Ramli LK Maros 35 

Pedagang Buah (PKL 
Jl.Maros-Pangkep) 

Perum. Griya Maros 
Indah Maccopa Kec. 
Mandai Maros 

15 
13 Nopember 2011/ 

9:30 
Sultan LK Maros 32 

Pedagang Bakso (PKL 
Jl.Cempaka) 

Jl. Tanggul Kota 
Kel.Baju Bodoa 
Kec.Turikale Maros 

16 
13 Nopember 2011/ 

10:05 
Salma PR Maros 33 

Pedagang Pakaian 
(PKL Jl.Cempaka) 

Komp. Pasar Maros 
Kel. Aliri Tengah 
Kec. Turikale Maros 

17 
13 Nopember 2011/ 

10:42 
Ibnu Hajar LK Maros 19 

Pedagang Sayuran 
(PKL Jl.Cempaka) 

Jl. Cempaka 
Kel.Pallantikan 
Kec.Turikale Maros 

18 
13 Nopember 2011/ 

11:23 
Hawiyah PR Maros 45 

Pedagang Minuman 
(PKL Jl.Cempaka) 

Jl.Tanggul Kota. Kel. 
Baju Bodoa 
Kec.Turikale Maros 
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Lampiran 4. Daftar pertanyaan  

 

DAFTAR PERTANYAAN 
(Informan Polisi Pamong Praja) 

 
 
Nama :   ------------------------------------------------------------------------------  

Pekerjaan/Jabatan :  ------------------------------------------------------------------------------  

Umur :  ------------------------------------------------------------------------------  

Alamat :   ------------------------------------------------------------------------------   

   ------------------------------------------------------------------------------   

   ------------------------------------------------------------------------------             

Jenis Kelamin  :     Laki – Laki      Perempuan 

HP/ Telp :  ------------------------------------------------------------------------------  

 

I. PERSEPSI POLISI PAMONG PRAJA TENTANG PEDAGANG KAKI LIMA 

1. Menurut Bapak/ Ibu/ Saudara apakah yang dimaksud dengan 
pedagang kaki lima? 

2. Menurut Bapak/Ibu/Saudara apakah pedagang kaki lima memberi 
manfaat untuk pembangunan Kabupaten Maros? 

3. Apa alasan jawaban Bapak/ Ibu/ Saudara tersebut? 
4. Menurut Bapak/ Ibu/ Saudara bagaimanakah aktivitas pedagang kaki 

lima yang telah berjalan selama ini?  
5. Menurut Bapak/ Ibu/ Saudara apakah aktivitas pedagang kaki lima 

perlu dipertahankan? 
6. Apa alasan jawaban Bapak/ Ibu/ Saudara tersebut? 

 

II. KEBIJAKAN PENATAAN PEDAGANG KAKI LIMA 

7. Apakah ada kebijakan yang ditetapkan dalam mengatur pedagang 
kaki lima? (Jika ada, lanjut ke dua nomor berikutnya) 

8. Apa saja kebijakan-kebijakan tersebut? 
9. Bagaimanakah kebijakan-kebijakan tersebut ditetapkan? Dan siapa 

sajakah yang terlibat? 
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III. PENEGAKAN PERDA OLEH SATUAN POLISI PAMONG PRAJA 

10. Apakah ada peraturan daerah yang mengatur tentang penataan 
pedagang kaki lima? (Jika ada, lanjut ke nomor berikutnya) 

11. Sebutkan perda yang mengatur hal tersebut? 
12. Siapa sajakah yang terlibat dalam penegakan perda tersebut dan 

berapakah jumlah dari pihak-pihak yang terlibat? 
13. Siapakah yang menjadi objek sasaran dari penegakan Perda 

tersebut? Dimanakah lokasinya? 
14. Bagaimanakah proses penetapan lokasi dan objek sasaran  

penegakan perda tersebut? 
15. Berapakah jumlah dana yang tersedia untuk penegakan perda 

tersebut? 
16. Untuk keperluan apa sajakah dana tersebut? 
17. Apakah dana yang tersedia saat ini telah memadai untuk penegakan 

perda tersebut? 
18. Sarana dan prasarana apa sajakah yang telah tersedia untuk 

penegakan perda tersebut?  
19. Apakah sarana dan prasarana yang tersedia telah memadai untuk 

penegakan perda? 
20. Menurut Bapak/Ibu/Saudara bagaimanakah wewenang dan kewajiban  

yang diberikan kepada Satuan polisi pamong praja dalam perda 
tersebut? 

21. Apa sajakah bentuk-bentuk penegakan perda yang dilakukan oleh 
Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Maros dalam penataan 
pedagang kaki lima? 

22. Bagaimanakah tata cara pelaksanaan dari masing-masing bentuk 
penegakan perda tersebut? 

23. Apakah bentuk tindakan hukum bagi PKL yang melanggar perda? 
(Jika ada, lanjut ke satu nomor berikutnya) 

24. Bagaimanakah proses tindakan hukum tersebut dilakukan?  
25. Berapakah jumlah kasus pelanggaran perda yang telah diterima dan 

dilesaikan saat ini? 
26. Berapakah jumlah PKL yang berhasil ditertibkan dari total PKL yang 

ada? 
 

 
 
 

=====TERIMAKASIH===== 
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DAFTAR PERTANYAAN 
(Informan Pedagang Kaki Lima) 

 
 

Nama :   ------------------------------------------------------------------------------  

Umur :  ------------------------------------------------------------------------------  

Pekerjaan :  ------------------------------------------------------------------------------  

Alamat :   ------------------------------------------------------------------------------   

   ------------------------------------------------------------------------------   

   ------------------------------------------------------------------------------             

Jenis Kelamin  :     Laki – Laki      Perempuan 

HP/ Telp :  ------------------------------------------------------------------------------  

 
 

1. Darimanakah Bapak/ Ibu/ Saudara berasal? 
2. Apakah Pendidikan terakhir  Bapak/ Ibu/ Saudara? 
3. Berapa lama Bapak/ Ibu/ Saudara telah berdagang disini? 
4. Apakah pekerjaan Bapak/ Ibu/ Saudara sebelumnya? 
5. Apakah Bapak/ Ibu/ Saudara memiliki kerabat/famili yang menjadi 

pedagang kaki lima? 
6. Apa alasan Bapak/ Ibu/ Saudara menjadi pedagang kaki lima? 
7. Apakah modal usaha  ini milik Bapak/ Ibu/ Saudara? 
8. Pukul berapa Bapak/ Ibu/ Saudara mulai berjualan? 
9. Pukul berapa Bapak/ Ibu/ Saudara menutup jualan? 
10. Menurut Bapak/ Ibu/ Saudara,pada pukul berapa pembeli banyak 

berdatangan? 
11. Sarana apakah yang Bapak/ Ibu/ Saudara gunakan untuk 

berdagang? Mengapa? 
12. Apakah Bapak/ Ibu/ Saudara tahu bahwa di tempat ini dilarang 

berjualan? Jika ya, darimana sumbernya? 
13. Apa alasan Bapak/ Ibu/ Saudara berjualan disini? 
14. Apakah Bapak/ Ibu/ Saudara mengetahui adanya perda tentang 

penataan pedagang kaki lima?   Jika ya, darimana sumbernya? 
15. Apakah Bapak/ Ibu/ Saudara tahu isi peraturan daerah tersebut? 
16. Apakah Bapak/ Ibu/ Saudara setuju dengan keberadaan perda 
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tersebut?  
17. Apakah Bapak/ Ibu/ Saudara pernah ditertipkan oleh petugas Satpol 

PP? Jika ya, berapa kali? 
18. Bagaimanakah pendapat Bapak/ Ibu/ Saudara mengenai tindakan 

petugas Pol PP dalam menertipkan PKL? 
19. Apakah Bapak/ Ibu/ Saudara setuju dengan kebijakan pemerintah 

merelokasi PKL ke tempat yang lain? Apa alasanya? 
20. Apakah Bapak/ Ibu/ Saudara termasuk PKL yang direlokasi? 
21. Apakah Bapak/ Ibu/ Saudara pernah diikut sertakan dalam 

pengambilan keputusan untuk merelokasi PKL? Jika ya berapa kali? 
22. Apakah relokasi memberi pengaruh pada pendapatan Bapak/ Ibu/ 

Saudara? Apa alasannya? 
23. Apakah Bapak/ Ibu/ Saudara ingin kembali berjualan di tempat 

semula sebelum direlokasi? Apa alasannya? 
 

 
 
 
 

=====TERIMAKASIH===== 
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Lampiran 5. Peraturan Daerah Kabupaten Maros Nomor 2 Tahun 2006 
Tentang Penataan Pedagang Kaki Lima 

 


